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A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pemenuhan Syarat Dukungan FPasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024,



8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024. Perihal: Penyerahan
Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024. Perihal: Verifikasi
Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Serentak Tahun 2024;

11. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024
tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun
2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register:
001/PS.REG/73.7305/V/2024.

B. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024. Perihal:
Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2024, Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan dilakukan
penyesuaian dengan ketentuan:

a. Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila:

1) Dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan menurut
peraturan (Permendagri) yang berlaku seperti biodata penduduk atau dokumen
kependudukan lainnya yang sah:;

2) Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani:

3) Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung
pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen
kependudukan lainnya yang sah;

4) Pendukung beium berusia 17 (tujuh beias) tahun dan dilengkapi dengan surat
pemyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pemyataan dan/atau bukti tidak dapat
terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya:

5) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu,
PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan,
Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pemyataan yang dilampiri bukti,
tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini
kebenarannya;

6) Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat
pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang

bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
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7) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara
Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan
Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang
disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit
Tentara Nasional indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur
sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau
jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

8) Data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar
pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu
terakhir; dan/atau

9) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Caion
perseorangan pada satu tingkat Pemilihan.

b. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila;

1) Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan:

2) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada (satu) Pasangan
Calon perseorangan dan terdapat kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis
kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status
perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan
kelebihannya dinyatakan tidak memenunhi syarat.

C. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka
Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk:

1. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dengan Memperhatikan hal tersebut diatas:

2. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Petunjuk Teknis yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

INCE HADIY RACHMAT,S.Pd. M.A.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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